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Abstrak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di kota
Banda Aceh, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku khusus di
daerah Aceh, dalam bentuk Qanun. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual
terhadap anak di kota Banda Aceh, telah terjadi dualisme hukum. Pemerintah Aceh, di
samping menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga
menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banda Aceh
dilaksanakan melalui penjatuhan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam hal
ini, keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan bagi korban. Putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa pada kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan (pemerkosaan) masih terlalu ringan, sehingga belum mewujudkan keadilan bagi
korban, yang merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual.

Abstract

Legal protection for women and children in cases of sexual violence in the city of Banda
Aceh is regulated in various laws and regulations, namely national laws and regulations that
apply specifically to the Aceh region, in the form of Qanun. Law enforcement against
perpetrators of sexual violence against children in the city of Banda Aceh, there has been a
dualism of law. The Aceh government, in addition to implementing the laws and regulations
that apply nationally, also implements Qanun No. 6/2014 on Jinayat. Legal protection for
women and children in cases of sexual violence at the Banda Aceh District Court is carried
out through the imposition of the fairest verdicts against the defendants. In this case, the
justice meant is justice for the victim. The verdict handed down by the Banda Aceh District
Court against the defendant in the case of sexual violence against women (rape) is still too
light, so that it has not brought justice to the victim, which is part of the form of legal
protection for the victim.

Keywords: Protection, Women and Children, Sexual Violence.

I. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Banda Aceh masih
tergolong cukup tinggi. Menurut Maisarah selaku ketua Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa sepanjang tahun
2019 kasus yang menimpa perempuan dan anak di kota Banda Aceh mencapai 137 Kasus,
mulai kekerasan dalam rumah tangga sampai pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun P2TP2A Kota Banda Aceh, untuk kasus terhadap
perempuan itu paling tinggi jenis kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran yakni
mencapai 55 kasus, kemudian kekerasan seksual sebanyak satu kasus. Sedangkan kasus anak

Jurnal llmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021 Page | 583


mailto:ranggasetyadi94@gmail.com

_ Juwrmal Dmiah Metadata, 185N 2723-7737, Vol 3 No 2 Egisi Mei 2021
'_ Published: 15-03-2021, Pages: 583-698
© DO hitp:idoi.org10.47652 ‘metadatav3i?

tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak sebanyak 23 kasus,
kemudian kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 19 kasus.*

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang Kekerasan seksual terhadap
perempuan mengacu pada KUHP sebagai ketentuan umum dari hukum pidana. Selanjutnya,
khusus mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah
tangga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang
PKDRT).

Khusus untuk delik ekerasan seksual terhadap anak, secara khusus mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Delik pidana kekerasan seksual terhadap anak dirumuskan dalam Pasal 76 D Undang-
Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76 D diancam dengan pidana
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Anak, yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain berlakunya ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, di wilayah provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat pula ketentuan Khusus tentang “Qanun Jinayah” yang
diberlakukan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai konsekeunsi ditetapkannya
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus (OTSUS).

Mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan untuk perlindungan terhadap anak
diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap
kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh mengacu pada dua ketentuan hukum, yaitu
ketentuan hukum yang berlaku secara nasional dan ketentuan hukum yang berlaku secara
khusus di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dikenal dengan istilah Qanun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut
mengenai pengaturan hukum dan penerapan hukum dalam rangka memberikan perlindungan
hukum terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan seksual di wilayah hukum
Banda Aceh. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan diteliti lebih lanjut dalam
penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam
Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh).”

Il. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah salah satu jenis
penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai gejala sosial atau
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.2

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan

'Rahmat Pajri, P2TP2A : Selama 2019 ada 137 Kasus Perempuan dan Anak di Banda Aceh, melalui :
https://www.ajnn.net/news/p2tp2a-selama-2019-ada-137-kasus-perempuan-dan-anak-di-banda-
aceh/index.html, diakses tanggal 22 Desember 2020, Pukul 12. 23 WIB.

2Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, h. 42.
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hukum terhadap perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual yang
dialami oleh perempuan dan anak, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.?

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan melaksanakan studi
kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi dokumen
(kepustakaan). Studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum,
karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian
hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.®

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis data
yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Analisis data, Reduksi
data, Penyajian data, Interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

I1l. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak
Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh

KUHP sebagai ketentuan peraturan hukum pidana tidak memberikan pengertian yang
tegas mengenai kekerasan. Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan
melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Penjelasan Pasal 89 KUHP memberikan defenisi kekerasan sebagai suatu perbuatan
dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, atau membuat orang
tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani
tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam
senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan
kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.®

Berdasarkan pengertian kekerasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain baik secara fisik
maupun psikis, sehingga orang itu menjadi lemah atau tidak berdaya. Dengan perkataan lain,
kekerasan adalah perbuatan seseorang melawan hukum yang merugikan orang lain yang telah
diatur di dalam KUHP dan aturan hukum pidana lainnya, karena perbuatannya tersebut orang
itu mengalami luka, sakit, dan menjadi lemah serta tidak berdaya lagi dan dapat diancam
pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap
perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu
sehingga dapat merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun secara psikis.

Berbicara tentang kekerasan, utamanya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan
anak merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik,
kekerasan non fisik atau verbal dan kekerasan seksual). Dilihat dari lingkup kejadiannya,
dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan yang dilakukan ditempat umum atau
dalam lingkup rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dapat berupa perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya.’

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam KUHP diatur dalam Buku Il
KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap

3Soerjono Soekanto, 1984, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta: Rajawali Pers, h. 14.
*Ibid, h. 13.

SAmiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, h. 72.

®R. Soesilo, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, h. 98.

"Adami Chazawi, 2006, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, h. 26
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kesusilaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : Pertama perbuatan pidana melanggar
kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan
umum), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 284 (perjinahan), Pasal 285 (perkosaan),
Pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), Pasal 296 (mucikari), Pasal
297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), Pasal 299 (abortus).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut Undang-Undang HAM). Pasal 3 Undang-
Undang HAM, menyatakan:

a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan
sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.

b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum
yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan
hukum.

c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus
meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan
hukum. Pasal-pasalnya dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap
orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi
semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Selanjutnya, pada Pasal 58 ayat (2) disebutkan, “dalam hal orang tua, wali atau
pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran,
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan
terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.
Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUHAM ayat (1) disebutkan: “setiap anak berhak
untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi”.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang
PKRDT, adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atas penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah
tangga.®

Mengenai apa yang dimaksud dengan lingkungan rumah tangga atau lingkup rumah
tangga, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, adalah:

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud
pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.®

8Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

%Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, dapat dipahami bahwa termasuk dalam lingkup
rumah tangga adalah mereka yang memiliki hubungan dalam suatu rumah tangga, baik
karena hubungan perkawinan, darah maupun hubungan pekerjaan dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
dan Pasal 9 Undang-Undang PKDRT, terdiri dari :

a. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka
berat.

b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam
lingkup rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan
dibawah ini yaitu:

a. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan
vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya
berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga
dan lain-lain, serta berlaku kasar.

b. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi
meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsungmaupun
menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan
dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.

c. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau
membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memeksa
istri bekerja keras, juga tidak member nafkah setelah terjadi perceraian meskipun
pengadilan memutuskan.

d. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan diatas baik fisik,
psikologis, maupun ekonomis.©

Delik pidana terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan diatur dalam Pasal
46 Undang-Undang PKRDT, menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah)”.

Selanjutnya, dalam Pasal 53 Undang-Undang PKRDT, menentukan bahwa tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 46, jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya,

1°Ratna Batara Munti, 2000, Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft
Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : LBH APIK, h. 29.
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dikualifikasi sebagai delik aduan. Di mana, proses hukum terhadap pelaku hanya dapat
dilakukan jika pihak korban (dalam hal ini isteri) mengadu kepada pihak yang berwenang,
yakni penyidik Kepolisian.

Delik kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKRDT hanya merumuskan kekerasan
seksual terhadap perempuan dewasa dalam lingkup keluarga, termasuk kekerasan seksual
yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak,
secara khusus diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk menyebutkan kejahatan seksual terhadap
anak diistilahkan dengan kekerasan. Demikian pula dengan kejahatan seksual terhadap anak,
dalam undang-undang ini disebut dengan istilah kekerasan seksual terhadap anak. Rika
Saraswati, menyebutkan kekerasan terhadap anak adalah:

Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan /atau emosional, penganiayaan seksual,

penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan

gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan
kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang
bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.!

Namun, di dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun
2014, telah dipergunakan istilah kejahatan seksual untuk menunjukkan anak sebagai korban
kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf j, yang
menyatakan: “... pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak
korban kejahatan seksual”.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori kekerasan seksual
terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal-pasal sebagai
berikut :

a. Pasal 76 C, menyebutkan : “ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap
Anak”.

b. Pasal 76 D, menyebutkan : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain”.

c. Pasal 76 E, menyebutkan : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

d. Pasal 76 H, menyebutkan : “Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak
untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan
Jjiwa”.

e. Pasal 76 I, menyebutkan : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Selain mengacu kepada beberapa undang-undang yang berlaku secara nasional, di
provinsi Aceh juga berlaku ketentuan hukum pidana Islam atau yang disebut Qanun Jinayat,
yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Delik pidana yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dapat dibedakan dalam beberapa jenis

1Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 133.
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perbuatan, yaitu: pelecehan seksual,'?> pemerkosaan®®, melakukan hubungan sodomi atau
liwath (dimungkinkan terjadi terhadap anak laki-laki)**, musahagah hubungan seksual
terhadap sesama perempuan (yang juga dimungkinkan terjadi terhadap anak-anak
perempuan).®®

Ketentuan tentang delik pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46 Qanun Jinayat, yang
menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan delik (jarimah)
pelecehan seksual, diancam dengan Ugubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh
lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk delik (jarimah)
pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 s.d 56 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 48 Qanun
Jinayat, menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan

Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak

175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus

lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram

emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama

175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Kemudian, jika delik (jarimah) pemerkosaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan
mereka yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku, diancam dengan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yakni diancam dengan
Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua
ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling
banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima
puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Jika delik (jarimah) pemerkosaan dilakukan terhadap anak, maka diancam dengan
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun, yakni diancam dengan Uqubat Ta zir
cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau
denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua
ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling
lama 200 (dua ratus) bulan.

Kekerasan seksual dalam bentuk sodomi (Liwath) diatur dalam Pasal 63 Qanun Jinayat.
Kekerasan seksual dalam bentuk delik atau jarimah liwath dimungkinkan terjadi terhadap
anak laki-laki. Sehingga potensi korban dalam kejahatan seksual ini adalah anak laki-laki.
Dalam pasal tersebut, menentukan bahwa :

1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan

Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak
1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diancam dengan Ugqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah
dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan Uqubat
Ta ’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling

12Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
13pasal 48 s.d Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
14pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
5Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
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banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni
atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Selain dalam bentuk liwath, delik (jarimah) kekerasan seksual yang juga dimungkinkan
terjadi terhadap perempuan dan anak adalah delik atau jarimah Musahagah. Delik atau
jarimah Musahagah adalah hubungan seksual yang dilakukan antara sesama perempuan.
Delik atau jarimah Musahagah diatur dalam Pasal 64 Qanun Nomor 5 Tahun 2014, yang
menyebutkan bahwa :

1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahagah diancam dengan

‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak
1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah
dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahagah dengan anak, selain diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan
cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu)
gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa delik atau
jarimah yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dapat terjadi dalam beberapa jenis perbuatan
atau delik, yaitu : dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath atau sodomi yang
dimungkinkan terjadi terhadap anak laki-laki (phedofilia) dan delik atau jarimah musahagabh,
yaitu hubungan antara sesama perempuan atau Lesbian. Dalam hal ini korban dapat saja
perempuan dewasa dan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan
Anak Di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
Banda Aceh, terdapat hal yang unik dan cukup menarik menjadi pembahasan, yakni terlihat
adanya fenomena dualisme penerapan substansi hukum dan struktur hukum, yang juga
menimbulkan budaya hukum yang berbeda dalam konteks penegakan hukum pidana,
termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Pemerintahan Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya.
Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai
syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga
mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Delik pidana atau jarimah tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,
diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kata Jinayat atau Jinayah
merupakan bentuk suatu kata verbal noun dari kata jana. Kata Jana memiliki arti berbuat
dosa atau dapat juga memiliki arti yaitu salah. Orang yang berbuat salah disebut jani dan
orang yang dikenai perbuatan atau korban disebutlah mujna’alaih. Kata Jinayah dalam istilah
hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.*®

16Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta : Prenada
Kencana Media Grup, h. 2
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Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), ibu
Bintang Puspayoga memaparkan bahwa :

Berdasarkan data kekerasan seksual di Provinsi Aceh yang mencapai 162 kasus

sepanjang tahun 2020. Beliau juga menyampaikan bahwa jumlah kasus yang terjadi di

lapangan bisa jauh lebih besar, karena banyaknya kasus yang tidak terlaporkan. Bintang

menekankan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi
kekerasan seksual di Indonesia. Namun, dalam penangananya masih belum memiliki
mekanisme khusus, spesifik, dan berperspektif korban.!’

Meskipun terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
Aceh, namun penyelesaian perkara delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat sedikit dan minim. Adapun faktor penyebab minimnya
penyelesaian kasus kekerasan seksual olen Pengadilan Negeri Banda Aceh, dikarenakan
sebagian besar kasus diselesaikan melalui Mahkamah Syariah.

Rendahnya kasus kekerasan seksual yang di putus oleh pengadilan di Aceh, karena
pemerintah Aceh berpegang pada Qanun tentang hukum Jinayat yang menerapkan hukuman
di antaranya cambuk, denda emas, atau penjara. Berdasarkan hasil survei di beberapa
Mahkamah Syariah di Aceh pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas Mahkamah
Syariah menerapkan hukuman cambuk pada pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut pulalah
yang menyebabkan banyak korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya,
karena hukum cambuk dianggap terlalu ringan.

Sebagian besar dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah
hukum Banda Aceh diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh, sehingga perkara kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak saat sekarang ini lebih dominan diselesaikan melalui
Mahkamah Syariah.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
Aceh saat ini telah terjadi plularisme hukum, karena adanya Pemerintah Aceh dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam
bidang hukum pidana (jinayat). Rendahnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak atau dalam KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat pada
tabulasi data perkara kejahatan kesusilaan yang telah diputus di Pengadilan Banda Aceh
dalam 4 tahun terakhir, pada tabel berikut :

Tabel. 1
Data Perkara Kejahatan Kesusilaan Dalam 5 Tahun Terakhir
Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No | Tahun JIh Perkara Nomor Putusan

1 | 2017 1 - Putusan PN. Banda Aceh Nomor
260/Pid.B/2017/PN. Bna, tanggal 5
Desember 2017

2 | 2018 2 - Putusan PN. Banda Aceh  Nomor
309/Pid.B/2017/PN. Bna, tanggal 7 Februari
2018.

- Putusan PN. Banda Aceh  Nomor
349/Pid.B/2018/PN. Bna, tanggal 31
Desember 2018.

3 | 2019 1 Putusan  PN. Banda Aceh  Nomor

482/Pid.B/2018/PN. Bna, tanggal 4 Januari

1"Berita Aceh, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Aceh Masih Terjadi, melalui :
https://harianrakyataceh.com, diakses tanggal 23 Maret 2021.
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2019

4 | 2020 - -

5 |2021 1 Putusan PN. Banda  Aceh Nomor
299/Pid.B/2020/PN. Bna, tanggal 19 Januari
2021.

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa Perkara Kejahatan Kesusilaan yang
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung sejak tahun Januari 2017
s.d April 2021, tidak lebih dari 5 (lima) perkara. Jumlah tersebut sangat berbanding terbalik
dengan jumlah kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Banda Aceh. Hal
ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat
di Aceh, maka kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili
perkara kejahatan kesusilaan sebagian besar telah beralih atau diambil alih oleh Mahkamah
Syariah.

Adanya dualisme aturan hukum mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual pada
anak, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak dan Qanun Jinayat menimbulkan tumpang tindih
kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yaitu Pengadilan Anak yang berada di bawah
peradilan umum, dan Mahkamah Syar’iyah yang berada di bawah peradilan agama. Tumpang
tindih kewenangan pada lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara yang
sama oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan persoalan
bagi korban dalam upaya mencari kepastian hukum.

Di samping itu, dalam penegakan hukum pidana tidak terwujudnya kepastian hukum,
sebab ketentuan hukum acara pidana yang menjadi acuan dalam penegakan Qanun belumlah
tersedia. Berbeda halnya dengan pelaksanaan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam
KUHP, saat ini telah diatur dalam KUHAP. Adanya hukum acara dalam penegakan hukum
pidana sangatlah penting, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Muhammad
Ridwan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

Hukum Acara Pidana adalah suatu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan
ketenteraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha penegakan maupun
pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata
lain, melalui penggunaan Hukum Acara Pidana, maka negara dapat menjalankan
haknya untuk melakukan proses peradilan dan penjatuhan pidana, serta menjalankan
suatu putusan pengadilan demi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah
masyarakat.8

Misalnya, dalam kasus jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, yang merupakan suatu delik aduan.
Penegakan hukum tehadap kasus jarimah pemerkosaan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun
2014 tentang Jinayat, kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari
keadilan (korban perkosaan).

Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, menyatakan
bahwa : “Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, maka orang yang
mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai bukti tambahan”.

Pasal 55 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, menegaskan bahwa, setiap orang
yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia
tidak melakukan Pemerkosaan. Dalam hal ini, orang yang dituduh berhak untuk melakukan
pembelaan diri dengan melakukan sumpah sebanyak 5 (lima) kali.

BMuhammad Ridwan Lubis, 2021, Bahan Ajar Hukum Acara Pidana, Medan : CV. deli Sentosa
Mandiri, h. 18
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Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan
Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta. Sedangkan Sumpah
yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan
sumpahnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 56 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat,
menyebutkan bahwa Apabila keduanya melakukan sumpah (baik itu korban atau pun pelaku),
maka keduanya dibebaskan dari Uqubat.

Memperhatikan dan mencermati substansi hukum yang diatur dalam Qanun Nomor 6
Tahun 2014 tentang Jinayat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bagi
pelaku delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tidak mendorong fungsi dan
peran aparat penegak hukum dalam meningkatkan profesionalisme, dalam rangka penegakan
hukum.

Apabila penegak hukum, baik itu penyidik atau pun penuntut umum menemukan kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang alat buktinya kurang memadai, maka
penyidik atau pun penuntut umum dapat menggunakan instrumen hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Jinayat. Konsekuensi hukum dari penerapan pasal-pasal tersebut berakibat pada bebasnya
kedua belah pihak dari Uqubat, baik itu orang yang mengaku atau menuduh seseorang telah
memperkosa dirinya, atau pun orang yang dituduh telah memperkosa.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan
Seksual Di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pembicaraan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat
terlepas dari ilmu viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin “Victima” yang berarti
korban dan “logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi
yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan
korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.*®

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum
dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum
manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.?

Beberapa faktor yang tidak menunjang kepastian dan perlindungan hukum, antara lain:

a. Sikap tidak responsif dari pembuat aturan hukum, baik perencanaan (drafting),
maupun pembuat keputusan (decision) dan akhirnya pelaksanaan (enforcement) serta
penindakan setiap pelanggarannya (punishment).

b. Tiadanya kesadaran dan ketaatan yang sesungguhnya dari semua pihak, baik pihak
pencari keadilan maupun pihak aparat sebagai penegak keadilan, serta warga
masyarakat seluruhnya.

c. Sikap tidak adil dan obyektif dari aparat penegak hukum dan penegak keadilan.?*

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan korban dapat dilihat dari dua

makna yaitu: %2

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak

pidana™ (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);

P¥Muhammad Ridwan Lubis, 2021, Bahan Ajar Viktimologi, Medan : CV. Deli Sentosa Mandiri, h. 1

2C.S.T. Kansil, 2006, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, h.
102.

Abid., h. 56.

22Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : Prenada Kencana Media
Group, h. 6
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2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum
atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana™ (ldentik
dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama
baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permaafan),
pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial),
dan sebagainya.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik.
Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-
fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya
yang dirasakan oleh anak.

Mattalata,?® berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah
kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga
kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil
baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan
yang dicita-citakan juga.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat
beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya didalam pengaturan mengenai hak-hak
dari saksi dan korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:?*

1. mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang
akan, sedang, atau telah diberikan;
ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan
juga dukungan keamanan;
memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
memperoleh penerjemah;
bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;

10. mendapatkan sebuah identitas baru;

11. mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;

12. mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;

13. memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;

14. mendapatkan nasihat hukum;

15. mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir; dan/atau

16. mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan ketentuan di atas, korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual
yang dilakukan dalam lingkup keluarga berhak untuk mendapatkan hak-haknya yang secara
umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu
dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence).

N

©COoN Ok~

BYazid Efendi, 2001, Pengantar Viktimologi Rekonsialisi Korban dan Pelaku Kejahatan, Purwokerto :
Universitas Jenderal Soedirman, h. 37.

%4Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban.
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Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah
“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.?

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara Nomor 299/Pid.
B/2020/PN. Bna, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di
atas, terlihat begitu ringan jika dibandingkan derita korban yang harus menanggung beban
mental, trauma phisikis, dan berbagai dampak lainnya yang harus ditanggung sebagai akibat
dari perbuatan terdakwa. Tentunya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Banda Aceh, tidaklah memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan
korban. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banda Aceh belum mencerminkan nilai keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari
bentuk perlindungan terhadap korban.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus
kekerasan seksual di kota Banda Aceh, diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan
peraturan yang berlaku khusus di daerah Aceh, dalam bentuk Qanun.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Banda Aceh,
telah terjadi dualisme hukum. Pemerintah Aceh, di samping menerapkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga menerapkan Qanun Nomor 6
Tahun 2014 tentang Jinayat dan berbagai Qanun lainnya. Penerapan Qanun di Aceh telah
berdampak munculnya lembaga peradilan baru di Aceh, yaitu adanya Polisi Syariat dan
Mahkamah Syariah, yang berwenang untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap
pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan pada Qanun Aceh.

3. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di
Pengadilan Negeri Banda Aceh dilaksanakan melalui penjatuhan putusan yang seadil-
adilnya terhadap terdakwa. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan
bagi korban. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap
terdakwa pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (pemerkosaan) masih terlalu
ringan, sehingga belum mewujudkan keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari
wujud perlindungan hukum terhadap korban.
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